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Menimbang

Mengingat

“.

b.

NTANG ORGANISAS! DAN TAT A KERJA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa daiam rangka efisiensi, efektifitay dan Opf:imahsasi pelaksanaan
tugas dan tertib administrasi dj bidang pm}*l:‘ndungan Mmasysarakat, oper|.
melakukan perubahan Siruktur Organisasi dan Taia Kerja pada Kanter
Kesatuar, Bangsa, Politik dan Perlindungan P&!asyarakatt

. bahwa tertib administrasi dan standarisasi Struktur (Organisasi dan Taty

Keija Kantor Kesatuan Bangsa, Pclitik dan Perlindungan Masyarakat
diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sa?’nosir Noriior 21 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lambagja Teknis Dasrah Kabupaten
Samosir;

bahwa berda; arkan pertimbangan dimaxsud pada huruf g dan b di atas,
periu dilak:ikan perutahan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nornor
21 Talwn 2007 Tentang Orgarisasi dan Tata Kerjz l.umhaga Teknis
Dasrah Kabupaten Samosir; |

Undang-Urw.amg Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok  Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaiwana telah diubah dengan
Undang-t.'ndang Nomor 43 Tahun 1¢gy (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3350); - ‘

UndangJJ:‘xdang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembuaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor £7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang~Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang  Pembentukarn
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdani; Bedagai «; linglungan
Propinsi Sumatare Ulara (Lembaran Ne_wgara ﬁ%epublik Indonesia Tahyy

- 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);

Unanng-Unciahg Nomar 1 Tahun 2004 tentarq Perbendaharaan Negara
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noiror 5, Tarmbahan
l.embaran Negara Rep Jblik Indonasia Nomor 4$55);

'Undang»Undawg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuian Peraturan
Perundang-undangan (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan embara Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

6. Undang»l.’ndung ............... /
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbararc Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44237),
sebagaimana telah diubah teberapa kali yang teraknir diubah dengan
Uridang-Undang Noraor 12 Tahun 2008 tentang Perubaian Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesial Tahun 2008 Nomor 5¢,
Tambahar Lembaran Negara Republik lndofnesia Nomor 4844);

7= Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004 tedtang Perimbangan Keuangan
antara Pemefintah Pusat dan Femerintah Daerah (Lembaran Negaiz
Repuulik IndonesiaTahun 2004 Nomor 1273, 1Tar‘nb.:\\ham l.embaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 4438); |

8. Peraturan Pernerintah Noimor 38 Tahun 2007 tentang Penbagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerir}xtahan Daerah Provinsi, dar
Pemerintahan Daeral Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Renublik
Indonesiz Tahun 2007 Nomior 82, Tambahan Lembarar, Negzra Republik
Indonesia Nomor 4737): - |

9. Peraturan Pamerintah  Noranr 41 Tahuq 2007 tentang Qrganisasi
Perangkat Dasrah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara? Republik Indenesia Nomor
4744);

10. Peraturan  Presiden Nemor 1 Tahun 2007 tentang  Pengesaharn,
Pengundangan, dan Penyebaruasan Peratu;k'an Perundarxg~undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupater Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Oiganisasi dan Taty Kerju Lambaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir
(Lembtaran Daerah Kahupaten Samusir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah abupaten Samouir Nomor 2
Tahun 2007). f

Dengan Fersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAY DAERAH KABUPF\TEN SAMO‘SIR

Mer.etapkan :

dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAM DATRAH T ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

OF.GANISAS] DAN TATA KERJA  LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPAYEN SAMOSIR. :

, Fasal !

Beberapa keteniuan dalam Peraturan Daerah Ka‘bupat@n\Samosir Noror 21
Tahun 2007 Tentang Crganisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabup#ten Samosir Tahun 2007
Nomor 121 Sari D Nomor 14, Tambahan Lcarﬂbaran Daerah Kabupaten
Samosir Momor 2 T alun 2007) diutan se agai berikut:

1. Ketentuan ... f
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Ketentuan Pasal 2 aya: (2) huruf a dlubah, sehingga Pasal 2 ayat (2)
huruf a ssalengkapny;a berbiunyi: |

. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,dan

Ketentuan pada BAEB X, diubah, s&hingga keseluruhan BAB X
selengkapnya berbujnyi:

: BAB X |
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN FOLITIK

Baglan Pertarna
‘Tugas, Fungsl dan Kedudukam

Pagal 24

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Polutlk merupakan unsur pendukung
tugas Bupati.

(2) Kanlor Kesatuan Bangsa dan Politik miampunyai  tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksznaan «sbijakan daerah i
bidang pcwmbmaan kesatuan vangsa dan politik

(3) Kantor Kesatuan Bangsa dar Politik, dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelengzarakan fungsi:

a. perumusan kebuaxan teknis di bldang kesatuan bangsa dan
solitik;

b. pamberian dukungan atus pehyelenggaman pemerintahan
daereh dj bldapg kesatuan bamsa\dan politik;
C. pambinaan dawn pslaksanaan tugas di bideng kesatuan bangsa
dan politik;
d pelaksanaan tugas lain yarg dibenkan Bupafi sasual dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Kanior Kesatuan ;Bangwa dan Politik ﬁipimpin oleh seorang Kepaia
Kantor.
(5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Ssekrataris Daerah

Bagian kedua
Oxganlsam ICantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 25
(1) Crganisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. $ub Bagian Fata lJsaha diplmpm oleh seorang Kepala Sub

Bagian, berkedudukan dj bawah dan beitangguing jawab kepada
Kevala K antor, |



G. Seksi Pembinaan Kesaluan Bangsa dipimpin  olsh seorang
Kepala Soksi, burkedudukan di bawah dar bertanggung jawat
lkepada Kspala Kanor:

“d. Seksi Peimbinaan Pclitik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
berkecudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor;

A. Keiompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Crganisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
sebagaimana fercantum dalam Iamr%iran Peraturan Daerah ini dan
morupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Pasal 26
Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor
Kesatiian Bangea den Po'ilik, ditetapkan dengan Paraluran Bupati.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap orang mergewhuinya, memerintahkan perigundangan

Peraturan Diwrah in dengan penempatannya dalam Lemtaran Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

pada tan 5 o)ctober 2010
/VML"% s
//yo_m@’ MOSIR,
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